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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2009
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintetian Daerah, Walikota Palembang
mengajukan Rancangan r’eraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a, periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palembang
Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rl Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 MNomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RlI Nomor 3685) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara R| Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Momor 206, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran MNegara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Takun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fisat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara R| Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 1150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Paleisiiang Tahun 2007 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kota Palembaiigy Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 sebagai berikut :

a.
b.

cC.

Pendapatan : ... Rp.1.179.278.576.636,48
Belanja D reeeeeenen RP 1. 249.205,067.729,64
Defisit D vereeseeeneene. (R, 69.926.491.093,16)
Pembiayaan

- Penerimaan @ ................ Rp. 115.138.456.921,16
-Pengeluaran : ............ Rp. 12.590.338.000,00

Surplus Do RP. 102.548.120.921,16



Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp. 30.588.647.895,91) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah -

perubahan : Rp. 1.209.867.224.532,39
b. Realisasi : Rp._1.179.278.576.636,48
Selisih Kurang : (Rp. 30.588.647.895,91)

(2) Selisih  anggaran dengan  realisasi belanja  sejumlah
(Rp. 82.234.224.550,16) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

perubahan :  Rp. 1.331.439.292.279,80
b. Realisasi : Rp.1.249.205.067.729,64
Selisih Kurang : (Rp. 82.234.224.550,16)

(3) Selisih  anggaran dengan ‘rialisasi surplus sejumlah
(Rp. 19.023.946.826,25) dengan rircian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan : (Rp. 121.572.067.747,41)
b. Realisasi : Rp._102.548.120.921.16
Selisih kurang . (Rp. 19.023.946.826,25)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
(Rp. 19.023.946.826,25) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :
1) Anggaran setelah perubahan : Rp. 134.162.403.747 .41

2) Realisasi :  Rp._115.138.456.921,16
Selisih Kurang : (Rp. 19.023.946.826,25)

b. Pengeluaran :

1) Anggaran setelah perubahan : Rp. 12.590.336.000,00
2) Realisasi . Rp. 12.590.336.000,00
Selisih lebih : Rp. Nihil

Pasal 3

(5) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada
tanggal 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Neraca Daerah
sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva : Rp. 3.280.748.123.844,91
b. Jumlah Utang : Rp. 103.025.307.662,48
c¢. Jumiah Ekuitas Dana : Rp. 3.177.722.816.182 43

(6) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah
pada tanggal 31 Desember 2008 yang dituangkan dalam Laporan
Aliran Kas sejumlah Rp. 30.471.092.805,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Saldo awal Kas 1 Januari 2008 : Rp. 115.138.456.921,16
b. Jumlah penerimaan kas : Rp. 1.247.620.907.204,48
Jumlah Kas Rp. 1.362.759.364.125,64

¢. Jumlah pengeluaran kas : Rp. 1.332.288.271.320,64
d. Saldo Kas 31 Desember 2008 : Rp. 30.471.092.805,00



Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih
lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

yaitu :
a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2008.
Lampiran .1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
Lampiran .2 : Rincian Laporan Realisasi Angaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran |.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan.

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk keselaras&n'dan keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerzh.
Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah.
Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
Lampiran |.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah.
Lampiran [.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset lainnya.
Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan Tahun Pertama Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan.
Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan,
Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah.
b. Lampiran Il ©  Neraca.
c. Lampiran il : Laporan Arus Kas Kabupaten / Kota.
d. Lampiran [V : Catatan atas Arus Kas Kabupaten / Kota.
e. Lampiran IV.1 : lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah,
Pendapatan, Beban dan / Laba.
f. Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah,
Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7@ — 7©- 2009

WALIKOTFA PALEMBANG,

Diunciangkan di Palembang
pada tangeal 14 - (o - 2004
LELT ETARIS DAERAH

KEQTA PALEMEANG
@ » H. EDDY SANTANA PUTRA
=

Drs. H. Marwan Haaman, M. Si
LEMBARAM DAERAH KOTA PALEMBAMNG
TAHUN Zl.'.‘rﬂﬁ NOMOR [,{'_?



